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Ikhtisar Putusan :  

           Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia. Pemohon memohonkan 
pengujian konstitusionalitas Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020. Menurut Pemohon norma 
Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020 yang berbunyi “berusia paling rendah 55 (lima puluh 
lima) tahun” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat secara bersyarat apabila tidak dimaknai “selain dari yang secara eksplisit tersurat 
dalam norma a quo. 

           Terkait kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah 
permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 15 ayat 
(2) huruf d UU 7/2020 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28D 
ayat (1) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, kalau dikaitkan dengan hak 
konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pemohon potensial 
mengalami kerugian hak konstitusional atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan 
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam hal ini, 
adanya batasan usia minimum yang berubah-ubah menunjukkan hubungan sebab akibat 
(causal verband) antara anggapan potensi kerugian konstitusionalitas dengan ketentuan 
yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon. Berdasarkan penjelasan tersebut, seandainya 
permohonan a quo dikabulkan, kerugian hak konstitusional dimaksud tidak akan terjadi. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, terlepas dari terbukti atau 
tidak terbuktinya perihal inkonstitusionalitas bersyarat norma Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 
7/2020 yang dimohonkan pengujiannya, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk 
bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo; 

Pemohon memohonkan agar norma Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020 dimaknai 
sebagaimana yang secara eksplisit tersurat dalam rumusan norma yang bersangkutan. 
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Artinya, dalam batas penalaran yang wajar, permohonan a quo meminta penegasan melalui 
Putusan Mahkamah Konstitusi agar tidak ada perubahan substansi yang telah diatur secara 
tegas dalam norma Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020. 

Berdasarkan penafsiran gramatikal, norma Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020 
yang berbunyi “berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun” menurut Mahkamah adalah 
norma yang rumusannya telah terang, jelas dan tegas, sehingga tidak dimungkinkan untuk 
ditafsirkan lain selain yang termaktub dalam norma a quo. 

Adapun terkait dengan wacana perubahan UU MK, termasuk wacana perubahan 
yang berkaitan dengan syarat-syarat jabatan hakim konstitusi khususnya syarat usia 
minimal, usia pensiun, dan masa jabatan, Mahkamah menilai secara umum perubahan 
undang-undang merupakan sesuatu yang wajar karena hukum memang dituntut untuk selalu 
menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Perubahan hukum merupakan suatu yang 
niscaya demi tercapainya tujuan hukum, yaitu mengatur perihal lalu lintas hubungan 
antarmanusia demi melindungi kepentingan bersama. Oleh karena itu, dalam setiap upaya 
perubahan hukum harus selalu terkandung semangat untuk menciptakan kondisi yang lebih 
baik dibandingkan kondisi sebelumnya. Hal ini tidak lain karena hakikat perubahan hukum 
adalah mengubah, bahkan meniadakan atau mengganti tata aturan lama, untuk 
memunculkan tata aturan baru yang bermuara pada terciptanya kondisi baru yang lebih baik. 

 Berkenaan dengan hal tersebut, norma Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 
menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian 
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Dalam kaitannya dengan 
perubahan hukum, in casu undang-undang, keberadaan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 
antara lain menghendaki bahwa setiap perubahan hukum harus menjaga tegaknya 
kepastian hukum yang adil. Artinya, dalam setiap proses perubahan undang-undang 
maupun peraturan perundang-undangan, undang-undang yang baru wajib menghargai, 
menjamin, serta menjaga status/kondisi terdahulu yang telah secara sah diraih/dicapai 
seseorang. 

Bilamana pembentuk undang-undang benar akan mengubah undang-undang yang 
sedang berlaku, termasuk perubahan UU MK, Mahkamah perlu menegaskan, setidaknya 
terdapat batasan atau rambu-rambu yang harus dijadikan pedoman oleh pembentuk 
undang-undang, yaitu antara lain perubahan undang-undang tidak boleh merugikan subjek 
yang menjadi adresat dari substansi perubahan undang-undang dimaksud. 

Khusus berkenaan dengan UU MK, terutama berkenaan dengan persyaratan usia, 
perubahan tersebut tidak boleh merugikan Hakim Konstitusi yang sedang menjabat. Artinya 
bilamana pembentuk undang-undang berkehendak untuk mengubah persyaratan, selain 
persyaratan yang diatur dalam UUD 1945 termasuk perubahan masa jabatan (periodisasi), 
perubahan tersebut haruslah diberlakukan bagi Hakim Konstitusi yang diangkat setelah 
undang-undang tersebut diubah.  

Manakala ketentuan mengenai persyaratan dan masa jabatan diubah dan 
diberlakukan langsung kepada mereka yang sedang menjabat, maka dapat dikatakan 
perubahan demikian berdampak kepada yang sedang menjabat. Dalam kaitannya dengan 
dampak dari suatu perubahan undang-undang yang demikian, UU 12/2011 telah 
menegaskan jaminan atau perlindungan hukum bagi pihak yang terdampak perubahan 
ketentuan peraturan perundang-undangan [vide Bagian C.4 angka 127 Lampiran II UU 
12/2011]. Selain itu, apabila diletakkan pada kemandirian kekuasaan kehakiman 
sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, perubahan yang sering kali 
dilakukan, termasuk dengan mengubah syarat usia dan masa jabatan, jelas hal tersebut 
akan mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman dimaksud. 

 Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya 
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 

 

 


